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	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
BADAN PERMUSYAWRATAN DESA (BPD) TEGAK
Alamat : Kantor Pemerintah Desa Tegak 
	


                
KEPUTUSAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEKEL DESA TEGAK 
TAHUN 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK,
[bookmark: _GoBack]Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Klungkung  Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratutan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Tegak tentang Tata Tertib Pemilihan Perbekel Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2021;

Mengingat 	:	1. 	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 12);
10. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 87/08/HK/2021 tentang Hari, Tanggal, Bulan, Dan Tahun serta Waktu Pemungutan Suara  Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KESATU      :	Menetapkan Tata Tertib Pemilihan Perbekel Desa Tegak, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA        : 	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tegak
pada tanggal 2 Mei 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK 
KETUA,

MADE TENANG SANJAYA
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Semarapura;
2. Camat Klungkung di Klungkung;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tegak;
4. Perbekel di Desa Tegak;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEKEL DESA TEGAK KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021.

Tata Tertib Pemilihan Perbekel Desa Tegak Kecamatan Klungkung
Kabupaten Klungkung Tahun 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Latar Belakang
	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
	Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan Perbekel secara serentak di Kabupaten Klungkung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelakasaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel .
	Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Perbekel Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2021, agar berjalan tertib dan lancar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan Perbekel Desa Tegak tahun 2021.

2. Dasar 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel;
b. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel; 
c. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 92/08/HK/2021 tentang Hari Pemungutan Suara  Pemilihan Perbekel Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun 2021;
d. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
e. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Perbekel Desa Tegak Tanggal 2 Mei 2021  Nomor 1/PANLIH-BA/TGK/V/2021 tentang Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Perbekel Desa Tegak Tahun 2021.

3. Tujuan
a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel Desa Tegak tahun 2021 dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
b. Sebagai pedoman bagi panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas-tugas panitia agar berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Susunan Panitia
	Panitia Pemilihan Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tegak Nomor 3 Tanggal 28 April 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:





	NO
	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	NAMA
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	Ketua
	Putu Suardana
	Tokoh Masyarakat

	2
	Wakil Ketua
	I Putu Sudirja
	Tokoh Masyarakat

	2
	Sekretaris
	Ni Luh Putu Sukma Yuliartini
	Perangkat Desa

	3
	Bendahara
	Ni Kadek Suyadnyani
	Perangkat Desa

	4
	Anggota (Seksi-Seksi):
	
	

	
	a. Publikasi/ Dokumentasi/ Sosialisasi
	1) Desak Ayu Putu Sri Puspayanti
2) I Komang Merta

	Ketua LPM

Perangkat Desa


	
	b. Pendaftaran Pemilih/ Pendaftaran dan Penetapan Bakal Calon/ Pengolahan Data
	1) I Nengah Widia
2) I Komang Sudarsana

	Perangkat Desa
Perangkat Desa


	
	c. Keamanan
	1) I Kadek Puja
	Danton Linmas

	
	d. Perlengkapan dan Konsumsi/logistik
	1) I Nyoman Rustika
2) Ida Bagus Komang Laba

	Perangkat Desa

Perangkat Desa




2. Tugas Panitia Pemilihan
a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal:
1. penetapan wilayah pemilihan;
2. penetapan tata tertib pemilihan;
3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perbekel;
4. tata cara pendaftaran pemilih;
5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan;
6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
7. fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemilihan.
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  Bupati melalui Camat dengan diketahui Perbekel;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang meliputi :
1. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perbekel;
2. menerima berkas pendaftaran bakal calon;
3. meneliti persyaratan bakal calon;
4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan
5. menyelenggarakan seleksi bakal calon.
e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan dan menyosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan laiinya dan TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
k. melaksanakan penghitungan suara;
l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan calon Perbekel terpilih;
o. melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh panitia pemilihan kabupaten; dan
p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.
3. Uraian pembagian tugas Panitia Pemilihan
3.1. Ketua dan Wakil Ketua
a. Menyusun program kerja;
b. Mengatur pembagian tugas anggota;
c. Memimpin penyelenggaraan rapat;
d. Mengawasi proses kegiatan setiap seksi;
e. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan pemilihan perbekel; dan
f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan perbekel kepada BPD.
3.2. Sekretaris
a. Bertanggung jawab terhadap urusan kesekretariatan;
b. Menyusun dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
c. Menyiapkan bahan dan program kerja;
d. Menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat;
e. Membuat dan menyiapkan surat-surat dan dokumen lainnya;
f. Menyiapkan blanko isian untuk bakal calon perbekel; dan 
g. Menyiapkan Berita Acara setiap tahapan pelaksanaan pemilihan perbekel.
3.3. Bendahara
a. Menyusun rencana anggaran pemilihan perbekel bersama dengan anggota panitia yang lain;
b. Bertanggungjawab terhadap urusan keuangan;
c. Mencatat administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan; dan;
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
3.4. Seksi Publikasi/Dokumentasi/Sosialisasi
a. Bertanggungjawab terhadap penyebaran informasi melalui spanduk, surat, media lainnya terkait:
1) pengumuman pendaftaran bakal calon perbekel;
2) syarat-syarat pendaftaran;
3) tempat dan waktu pendaftaran;
4) tata cara teknis pendaftaran; dan
5) informasi lain yang dianggap penting.
b. merancang pembuatan dan pemasangan seluruh media informasi
c. mendokumentasikan/memfoto setiap kegiatan pemilihan perbekel.
d. menyimpan dokumentasi/foto mulai tahap persiapan sampai pelaksanaan pemilihan perbekel selesai.
3.5. Seksi Pendaftaran Pemilih/ Pendaftaran dan Penetapan Bakal Calon/ Pengolahan Data
a. Melakukan pendaftaran pemilih berkoordinasi dengan Kelihan Banjar Dinas;
b. Menyusun Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap; dan
c. Memfasilitasi pencetakan surat suara.
d. Menerima pendaftaran bakal calon;
e. Memberikan tanda terima pendaftaran bakal calon; 
f. Memverifikasi berkas persyaratan bakal calon;
g. Melaksanakan seleksi tambahan apabila bakal calon Perbekel berjumlah lebih dari 5 (lima) orang; 
h. Menetapkan calon yang berhak dipilih; dan
i. Melakukan pengundian nomor urut calon.
3.6. Seksi Keamanan :
a. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan perbekel;
b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kampanye;
c. Menjaga, mengawasi, dan mengendalikan keamanan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
d. Merespon dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan pelaksanaan pemilihan perbekel; dan
e. Berkonsultasi dan koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pelaksaan tugas-tugasnya.
3.7. Seksi Perlengkapan/Konsumsi/Logistik:
a. Menyiapkan bahan dan alat yang menunjang kegiatan pemilihan perbekel;
b. Menyiapkan bahan dan logistik lainnya; dan
c. Menyiapkan konsumsi untuk Panitia, Tamu Undangan dan lainnya.
4. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara semua Panitia harus hadir di lokasi pemungutan suara, bekerja sama saling bantu-membantu tugas-tugas panitia yang lain sehingga pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib dan lancar.	


BAB II 
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

2.1 Syarat-syarat pemilih:
 			Berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel mengamanatkan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel Desa Tegak merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Harus terdaftar sebagai pemilih
b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Perbekel sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
Seorang pemilih hanya terdaftar 1 kali dalam daftar pemilih dan apabila  Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
2.2 Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara.
Dalam menentukan pemilih yang memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih yang berasal dari DPT hasil pemutahiran berkelanjutan pada KPU Kabupaten Klungkung.
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Ketua KPU Kabupaten Klungkung kepada Panitia Pemilihan melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih tersebut, Panitia Pemilihan melakukan validasi dan pemutakhiran dengan ketentuan:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah ke Desa/kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada Desa/kelurahan tersebut; atau
e. belum terdaftar.
Dalam melakukan validasi dan pemutakhiran daftara penduduk potensial pemilih, Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh petugas yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan/atau masyarakat Desa dengan cara:
1. Panitia Pemilihan yang bertugas sebagai Pendaftar Pemilih mendatangi rumah pemilih;
2. Pada saat petugas pendaftar pemilih melakukan pendaftaran, pemilih harus menunjukkan KTP atau KK.
Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif mendaftarkan diri kepada petugas pendaftar melalui Kelihan Banjar Dinas dengan menunjukkan KTP atau KK.
Hasil validasi dan pemutakhiran daftar penduduk potensial pemilih ditetapkan dalam DPS dan diumumkan di kantor Perbekel dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2.3  Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan 
Dalam jangka waktu pengumuman DPS terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kelihan Banjar Dinas. Pemilih yang belum terdaftar dicatat dan ditetapkan dalam DPTambahan oleh Panitia Pemilihan.
Pencatatan dan penetapan DPTambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
DPTambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan DPTambahan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
2.3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTambahan sebagai DPT yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
Selanjutnya DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Perbekel dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan/atau kondisi lainnya, Panitia Pemilihan dapat melakukan pemutahiran DPT yang meliputi:
a. pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pelaksanaan pemungutan suara;
b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut atau pindah ke Desa/kelurahan lain;
d. pemilih yang sudah menikah dibawah usia 17 tahun; dan
e. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Pemutahiran DPT dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan perbekel yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.



















BAB III
PENJARIANGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON PERBEKEL 

3.1 Penjaringan Bakal Calon Perbekel
Penjaringan Bakal Calon Perbekel dilaksanakan dengan terlebih dahulu memasang pengumuman pendaftaran bakal calon Perbekel yang  dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ditempat yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Perbekel memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon Perbekel, persyaratan administrasi bakal calon Perbekel, dan tahapan jadwal pemilihan.
Bagi masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel diharafkan sudah melengkapi persyaratan administrasi bakal calon Perbekel dengan batas waktu penyerahan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
3.2 Persyaratan Calon Perbekel
Persyaratan bakal calon Perbekel adalah sebagai berikut:  	
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah menjabat sebagai Perbekel dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Perbekel antarwaktu; dan
l. bersedia tinggal menetap di Desa setempat
Persyaratan administrasi bakal calon Perbekel adalah sebagai berikut:
a. surat permohonan atau lamaran  yang  ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukan bukti asli;
d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat diatas kertas bermeterai;
e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukan bukti ijazah asli; 
f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukan dokumen aslinya;
g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat diatas kertas bermeterai;
h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan tinggal/berdomisili dengan isi keterangan sebagai berikut:
1. bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
2. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
j. surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit Pemerintah;
k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah dimana yang bersangkutan  bertempat tinggal;
l. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
m. Izin cuti  (bagi Perbekel dan Perangkat Desa);
n. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari  pimpinan/instansi yang berwenang
o. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan background  Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar;
p. surat pernyataan tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda, dibuat diatas kertas bermeterai;
q. surat keterangan tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi calon Perbekel yang sudah pernah atau sedang menjabat Perbekel, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
r. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Perbekel/Bakal Calon Perbekel setelah penetapan calon Perbekel; 
s. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi Perbekel bagi bakal calon Perbekel yang bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan; dan
t. surat pengunduran diri bagi Pimpinan atau anggota BPD.
Berkas persyaratan administrasi dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
Perbekel yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Perbekel harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati. Selama masa cuti Perbekel dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Perbekel, sedangkan bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Perbekel harus mengajukan cuti kepada Perbekel terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Perbekel terpilih oleh Panitia Pemilihan
Pimpinan atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Perbekel harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati.
3.3 Penjaringan Bakal Calon Perbekel 
Pada saat Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Perbekel, Panitia Pemilihan secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan menyerahkan tanda terima pendaftaran.
Batas waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan dilakukan sebelum ditutupnya waktu pelaksanaan tahapan penelitian, verifikasi dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan.
Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perbekel dilaksanakan mulai sejak pendaftaran sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran ditutup. 
Penelitian persyaratan administrasi meliputi:
a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
b. verifikasi; dan
c. klarifikasi.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
Apabila hasil verifikasi terdapat persyaratan bakal calon Perbekel yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan
3.4 Penetapan Calon Perbekel 
Bakal calon Perbekel yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Perbekel dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
Penetapan calon Perbekel paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perbekel. Calon Perbekel yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri
Berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel mengamanatkan bahwa apabila jumlah bakal calon Perbekel berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi mencapai jumlah lebih dari 5 orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan; 
c. usia; dan
d. seleksi tes tulis 
Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus diakui keseluruhan, kecuali dalam tahun yang bersamaan merangkap lebih dari satu jabatan di Lembaga Pemerintahan, maka masa jabatan dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan lamanya pengalaman bekerja/menjabat di Lembaga Pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 1 (satu). 
Tingkat pendidikan dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Perbekel, dengan nilai sebagai berikut:
a. SMP / SLTP atau sederajat : 2
b. SMA / SLTA atau sederajat : 4
c. D 1/ D 2/ D 3                     : 6
d. D 4/S1                                : 8
e. S 2 / S 3                             : 10
Usia calon Perbekel diberikan nilai 50.
Seleksi tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  d dengan materi sebagai berikut:
a. wawasan kebangsaan;
b. Pancasila dan UUD 1945;
c. pemerintahan dan pembangunan Desa; dan
d. pengetahuan umum.
Seleksi tes tulis dengan jumlah 100 (seratus) soal, dan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.
Bobot skor masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bobot skor 5% (lima persen);
b. tingkat pendidikan bobot skor 10 % (sepuluh persen);
c. usia bobot skor 5 % (lima persen); dan
d. tes tulis bobot skor 80 % (delapan puluh persen).
Dalam hal lebih dari satu peserta ujian seleksi memperoleh nilai yang sama, maka penentuan berdasarkan nilai tes tulis.
Penetapan bakal calon Perbekel melalui seleksi tambahan berdasarkan perolehan nilai 5 (lima) tertinggi.






BAB IV
KAMPANYE CALON PERBEKEL

Kampanye pemilihan Perbekel dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari paling lambat 6 hari sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan suara. Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para calon Perbekel dengan dihadiri oleh  Perbekel atau Pj. Perbekel, dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
Kampanye calon Perbekel dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pemasangan alat peraga dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
b. sekolah;
c. kantor-kantor pemerintah; dan
d. tempat peribadatan
Calon Perbekel dan pelaksana kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon Perbekel yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon Perbekel yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Perbekel lainnya;
h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Perbekel lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Perbekel yang bersangkutan; 
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan 
k. Dalam kegiatan kampanye, calon Perbekel dan pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan dan/atau sebagai pelaksana kampanye yaitu:
1. Pegawai Negeri Sipil;
2. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Perbekel;
4. perangkat Desa;
5. anggota BPD; dan
6. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.
Apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan kampanye maka Panitia Pemilihan melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak, dan apabila ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan memberikan sanksi kepada calon Perbekel dan pelaksana kampanye berupa:
a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

	



BAB V
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

5.1  Tahapan Pemungutan Suara
Berpedoman pada Keputusan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 87/08/HK/2021 tentang Hari, Tanggal, Bulan, Dan Tahun serta Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Klungkung, Pemungutan suara Pemilihan Perbekel Desa Tegak dilakukan pada hari Minggu 26 September 2021. Pemilihan Perbekel Desa Tegak dilakukan secara tersebar di 7 (Tujuh) TPS dengan jumlah pemilih pada setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
5.2   Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat terbuka menggunakan pembatas yang aman dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
Tempat Pemungutan Suara (TPS)  ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
Di dalam TPS dilengkapi dengan:
a. DPT;
b. kartu suara;
c. bilik suara;
d. kertas penghitungan suara;
e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
f. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan /KPPS;
g. tinta penanda kehadiran pemilih;
h. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih, tanda gambar masing-masing calon Perbekel, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara; dan
i. alat-alat kelengkapan lainnya
Panitia pemilihan menyediakan TPS khusus yang  dipergunakan bagi mereka yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan sedang menjalani hukuman penjara atau ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau  rumah tahanan lainnya dan sudah terdaftar dalam DPT.
Pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Khusus sama dengan Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
5.3 Saksi Calon Perbekel
Setiap calon Perbekel dapat menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi calon Perbekel yang terdiri dari:
a. saksi pemeriksaan surat suara; dan
b. saksi pemungutan dan penghitungan suara.
Mereka yang dapat ditunjuk sebagai saksi adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagai saksi disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
5.4 Pelaksaann Pemungutan Suara
Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan Susunan acara sebagai berikut:
a. pembukaan;
b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
c. pembacaan doa;
d. pembacaan laporan Ketua Panitia Pemilihan;
e. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya oleh KPPS yang didampingi oleh saksi calon Perbekel;
f. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua KPPS dan ditandatangani oleh saksi calon Perbekel;
g. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
h. peresmian pemungutan suara pemilihan Perbekel oleh Ketua KPPS;
i. pelaksanaan pemungutan suara;
j. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
k. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi calon Perbekel, dan warga masyarakat;
l. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh Ketua KPPS yang turut ditandatangani oleh para calon saksi Perbekel;
m. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Ketua KPPS; dan
n. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Ketua KPPS.
Pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya dilakukan dengan cara:
a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
b. mengeluarkan seluruh  isi  kotak  suara  dan melakukan pemeriksaan;
c. mengindentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau Kartu Keluarga;
b. petugas menerima surat undangan dan mencocokan dengan KTP Elektronik atau surat keterangan perekaman atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;
c. dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda  (ceklis) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih untuk ditukar dengan surat suara;
e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih;
f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
g. sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon Perbekel dalam surat suara;
i. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukannya ke dalam kotak suara;
j. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan
k. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan atau meneteskan salah satu jari dengan tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Perbekel /KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
Dalam hal saat pemeriksaan dan penelitian surat suara terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada KPPS hanya dapat dilakukan 1 kali.
Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan masih terdapatnya pemilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya.
Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya, KPPS atas persetujuan Panitia Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara
5.5 Pelaksanaan Penghitungan Suara
Penghitungan suara dilakukan setelah waktu pelaksanaan pemungutan suara berakhir atau seluruh pemilih telah menggunakan hak pilihnya. Penghitungan suara diakukan oleh KPPS yang dihadiri oleh calon Perbekel/saksi calon Perbekel dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon Perbekel/saksi calon Perbekel dan penduduk Desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
Surat suara yang dinyatakan sah apabila:
a. ditandatangani oleh Panitia Pemilihan; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon Perbekel; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; 
d. tanda coblos lebih dari 1, tetapi masih di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar; dan 
f. terdapat tanda coblos lain diluar tanda coblos sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c huruf d atau huruf d selama tidak mengenai kotak tanda gambar calon Perbekel lain.
Surat suara yang dinyatakan tidak sah apabila:
a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
i. Tidak terdapat tanda coblos.






















BAB VI
PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH

Calon Perbekel yang memperoleh suara sah terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon Perbekel terpilih.
Apabila berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara terdapat lebih dari 1 calon Perbekel yang memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah perolehan suara sah yang sama, penetapan calon Perbekel terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan suara sah pada TPS dengan suara sah terbanyak.
Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud diatas jumlah perolehan suara sah masih sama, penentuan calon Perbekel terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan suara sah pada TPS terbanyak berikutnya.






















BAB VII
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima dalam setiap proses pelaksaaan Pemilihan Perbekel.
Apabila laporan yang diterima mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang, apabila laporan yang diterima mengandung unsur pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, dan apabila laporan yang diterima berupa perselisihan hasil pemilihan Perbekel, diselesaikan oleh Bupati.
Laporan pelanggaran dan/atau perselisihan hasil pemilihan perbekel disampaikan oleh calon perbekel secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran atau sejak ditandatangani berita acara penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Perbekel.
Laporan sebagaimana dimaksud yang berisi:
a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian;
c. nama dan alamat terlapor;
d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
e. uraian kejadian.
Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel oleh Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Perbekel paling lambat 7 hari setelah diterimanya laporan dari perbekel yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;







b. Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka panitia pemilihan memohon kepada Bupati untuk mefasilitas penyelesaian perselisihan tersebut.

    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK 
	KETUA,


MADE TENANG SANJAYA
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